
 

 

 

 

BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 

 

PERATURAN  BUPATI TABANAN 

NOMOR 46 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA 

BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TABANAN, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 

2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 

perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 

Tahun 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

 

 

 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara Timur  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

 

 

 

 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 

 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 496); 

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Semesta Berencana 

Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 

11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Darah 

Kabupaten Tabanan Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 

14); 

15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabanan Nomor 16); 

16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29); 

 

 

 

 

 

 

 



  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan

   

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN  BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN 

TAHUN 2022. 

   

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 

29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 2) 

diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD SB merupakan perubahan dari 

RKPD SB Induk Tahun 2022 yang dilakukan 

berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun 

berjalan.  

(2) Sistematika Perubahan RKPD SB Tahun 2022 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

sebagai berikut:  

Bab I.        Pendahuluan 

Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan 

II) Tahun Berkenaan 

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan 

Daerah 

Bab IV.    Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah  

Bab V.       Rencana Kerja dan Pendanaan 

Daerah  

Bab VI. Penutup  

Lampiran  

 

 (3) Perubahan RKPD SB Tahun 2022 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

   

 

  

Ditetapkan di  Tabanan 

         pada tanggal 3 Agustus 2022 

 

BUPATI TABANAN, 

 

 

 

 

I KOMANG GEDE SANJAYA 

 

 

   

Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 3 Agustus 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

 

           

 

 I GEDE SUSILA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 46 


